LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.309, 2015

EKONOMI. Perdagangan. Kawasan Ekonomi
Khusus. Fasilitas. Kemudahan. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5783).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2015
TENTANG

FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanaman modal pada

kawasan ekonomi khusus yang dapat menunjang
pengembangan ekonomi nasional dan pengembangan
ekonomi di wilayah tertentu serta untuk meningkatkan
penyerapan tenaga kerja, perlu memberikan fasilitas dan
kemudahan di kawasan ekonomi khusus berupa
perpajakan, kepabeanan dan cukai, lalu lintas barang,
ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan, serta
perizinan dan nonperizinan;

bahwa dalam rangka pengaturan fasilitas dan kemudahan
di kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat
(4), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36, Pasal 38 ayat (2), Pasal 40
ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45,
Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan

Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus;
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Mengingat

Menetapkan

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5066);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS DAN
KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK,
adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian
dan memperoleh fasilitas tertentu.

Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat
nasional untuk menyelenggarakan KEK.

Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat
provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam
penyelenggaraan KEK.

Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang
dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan
Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang
berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk
menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan
hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang

perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.
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Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta rantai
produksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK dan
ditetapkan oleh Dewan Nasional.

Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luar kegiatan
utama di KEK.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya
serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan
Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang
tentang Kepabeanan.

Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap
berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan
utama, baik untuk penanaman modal baru maupun
perluasan dari usaha yang telah ada.

Aktiva Tetap Berwujud adalah aktiva berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang
diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih
dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, dan
tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau
dipindahtangankan.

Perluasan dari Usaha yang Telah Ada adalah suatu kegiatan
dalam rangka peningkatan kuantitas produk, kualitas
produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi
dalam rangka pengembangan Kkegiatan dan produksi
perusahaan.

Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak
Penghasilan Pasal 22.

Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya
disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan

Bebas dan Tempat Penimbunan Berikat.

BAB 11
FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KEK

Pasal 2

Fasilitas dan kemudahan yang diberikan bagi Badan Usaha
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serta Pelaku Usaha di KEK meliputi:
. perpajakan, kepabeanan, dan cukai;

. lalu lintas barang;

a
b

c. ketenagakerjaan;
d. keimigrasian;

e. pertanahan; dan
f.

perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3
Bidang usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan di
KEK meliputi:
a. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama KEK; dan
b. bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya di luar
Kegiatan Utama KEK.

Pasal 4
(1) Bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama di KEK
sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh
Dewan Nasional.
(2) Dewan Nasional dalam menetapkan bidang usaha yang
merupakan Kegiatan Utama di KEK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pertimbangan dari

menteri atau kepala lembaga terkait.

BAB 1
FASILITAS DAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN,
KEPABEANAN, DAN CUKAI

Bagian Kesatu

Jenis Fasilitas dan Syarat Umum Penerima Fasilitas

Pasal 5
(1) Badan Usaha dan Pelaku Usaha diberikan fasilitas
perpajakan, kepabeanan, dan cukai berupa:
a. Pajak Penghasilan;
b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau
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c. kepabeanan dan/atau cukai.

(2) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Badan Usaha harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

a. memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk

C.

membangun dan/atau mengelola KEK dari Pemerintah
Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau
Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
sesuai dengan kewenangannya;

memiliki perjanjian pembangunan dan/atau

pengelolaan KEK antara Badan Usaha dengan

Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah
Kabupaten/Kota, atau Kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian sesuai dengan

kewenangannya; dan

membuat batas tertentu areal kegiatan KEK.

(3) Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pelaku Usaha harus memenuhi syarat umum

sebagai berikut:

a. merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri; dan

b.

telah mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal dari
Administrator KEK.

Pasal 6

Untuk dapat memperoleh fasilitas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1), selain memenuhi persyaratan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pelaku Usaha

yang melakukan kegiatan usaha di KEK harus memiliki

sistem informasi yang tersambung dengan Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai.

Bagian Kedua

Pajak Penghasilan

Pasal 7

(1) Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan

penanaman modal baru dengan rencana penanaman
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